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KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGHA RAYA

‘@, Bahwa spar penyelenggaraan Peradilan Agama dapal efeklif, efisien dan

barkualitas serta dapat dipertanggungjawabkan, pedu distur adanya Peraturan
Internal Pengaditan Tinggi Agama Palangka Raya.

b. Bahwa berdasarkan partimbangan tersebuf, periu menetapkan dengan Keputusan
Ketua Pengaditan Tinggi Agama Falangka Rava tentang Peraturan Internal Tahun
2021,

c. Bahwa seluruh Pejabat Struktural, Fungsional dan Pegawai harus melaksanakan

sarta mentaati Peraturan Intamal Pengadilan Tinggl Agama Palangka Raya,

Undang-undang Nomor43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok Kepegawaian,

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 lentang Kekuasaan Kehakiman,

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai

| Sipil

Peraturan Presiden Rl Momor 84 Tahun 2012 tentang Hal Keuangan dan Fasilias

Hakim yang berada di Bawah Mahkamah Agung;

T EKepulusan Presiden RI Momor 21 Tahun 2004 tenfang Pengalihan Organisasi
Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peraddan Umum dan Peradiian Tata
Usaha Negara Peradilan Agama ke Mahkamah Agung R,

B. Peraluran Mahkamah Agung Rl Nomor: T Tahun 2018 tentang Penegakan Disiplin
Keria Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di
Bawahnya.

9, Peraturan Mahkamah Agung Rl Momor. B Tahun 2016 tentang Pengawasan dan
Pembinaan Atasan Langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradian
yang barada di Bawahnya.

10 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMADIASEARO0d tentang
Pedoman Pekaksanaan Penggunaan Stempel, Logo, Papan Nama, Pakaian Dinas
dan Bendera Pangadilan dalam Rangka Peradilan Satu Afap di Bawah Mahkamah
Agung Ri

MEMUTUSKAN

. KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGEA RAYA TENTANG

PERATURAN INTERMNAL PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA
TAHUMN 2021

* Mencabut Surat Keputusan Kstua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor

WE-AMBAKP.01.202020 tanggal 16 Januarn 2020 tentang Peraturan Intemal
Pengaditan Tinggi Agama Palangka Rays

: Menetapkan kemball Peraturan Internal pada Pengadilan Tinggi Agama Palangka Rays

sebagaimana terlampir dalam Sural Keputusan ini

. Bural Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabils temyata di kemugian

hari terdapat kekelinuan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan parbaikan
sebagaimana mestinya

Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan wnfuk diketahul dan
dipergunakan sebagaimana meastinya

Ditetapkan di . Palangka Raya
- 14 1

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA

=

X FARAJA, S.H., MH.
NIT-" 18560406 188403 1 002
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Agama Palangka Rays
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Tanggal o 14 Januan 2021

PERATURAN INTERNAL
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

BAB | KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Pengertian

Dalam paraturan mi yang dimaksud dengan :

1.

il

Pengadilan Tingai Agama Palangka Raya merpakan sakah satu pelaksana kexuasaan kehakiman bagi
pencari keadilan yang beragam Islam yang berkedudukan di Provinsi Kakmantan Tangah dan dibanhusk
cleh Undang-undang,

Hakim Tinggl adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasasan kehakiman pada Pengaditan
Tinggl Agama Palangka Raya

Panitera adalah pemimpin Kepaniteraan yang dibantu oleh 2 (dua) orang Panitera Muda dan beberapa
arang Panitera Panggant.

Sekretars adalah pemimpin Kesekretariatan yang dibanlu okeh 2 (dua) orang Kepala Bagian dan
bebarapa orang Kepala Sub Bagian.

Pegawai adalah aparatur yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tenaga Kontrak.

BAB Il HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 2
Hak Pejabat Struktural, Fungsional dan Pegawai
Setap Pejabat Strukiural, Fungsional dan Pegawal berhak atas Jabatan ¢an Kepanghkalan sesuad
Peraturan yang beriaku.
Seluruh Pejabat Struktural, Fungsional dan Pegawai berhak mendapatkan tugas sesual dengan uraian
tugas yang diletapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya.

3. Pejabat Struktural, Fungsional dan Pegawai berhak atas gaji, tunjangan dan pendapatan lainmya yang

s W

ditetapkan sesuai dengan jabatan dan tanggungjawabnya.

Pasal 3

Kewajiban Pejabat Struktural, Fungsional dan Pegawai
Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab
Bakerja dengan tertib, cermat dan bersemangat
Memalihara dan meningkatkan kompetensi serta menjaga kekompakan, persaluan dan kesatuan
sesama Fegawai.
Manciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.
Memberkan contoh serta teladan yang baik.

Pasal 4
Kewajiban Menggunakan Pakaian Kerja dan Atribut Lainnya _
Pakaian kerja bagi Hakim, Panitera Sekretaris. Pejabat Struktural dan Fungsional seta Pagawai
adalah sebagai berikut .

- Sanin-Rabis : Paksian Dinas Harian (PDH)
- Kamis Batik
- Jum'st Olahraga dan Batik

Seluruh Pegawai harus memakai |0 Card,

Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Strukiural Kepaniteraan dan Kesekrelanatan wajlb manggunakan

PN (IKAHIIFPASPI)

Delam pelaksanaan Apal Senin Pagi Hakim, Panitera, Sekretans, Fejabat Struktural Kepaniteraan dan

Kesekretanatan serta seluruh Pagawal wasib memakai:

- Hakim, Pajabat Struktural dan Fungsional : PDH wama biru'gelap, sepaiu Faniofel, bawahan
memakai rok serta jilbab barwama putih untuk wanita.

- Pelaksana dan Tenaga Kontrak . PDH warna hijau Mahkamah Agung, sepatu Pantofel,
bawshan memakai rok sarta jilbab bersama pubh
untuk warnita.



BAB Il LARANGAN
Pasal §
Penggunaan Barang Milik Negara
. Sefiap Pegawai dilarang menyalahgunakan, memiliki, menjual, membeli, menggadaikan aiau
menyewakan fasilitas barang inventans (Barang Milik Nagara).
. Yang dimaksud dengan barang inventars adatah termasuk barang yang tidak dipargunakan [agi namun
masih terdapat dalam apiikasi SIMAK BMN.

Fasal &
Pencegahan Bahaya Kebakaran
. Getlap Pegawal dilarang melakukan perbuatan yang dapal menimbulkan kebakaran dl Pengadilan
Tinggi Agama Palangka Raya.
. Pelanggaran lerhadap kelentuan tersebul di atas sehingga akan menimbulkan kerugian Negara.

Pasal T
Larangan Menerima Pemberian
. Botiap Pegawai dilarang menerima imbalan untuk kepantingan pribadi.
. Setiap Pegawal dilarang uvniuk meminta atau menerima hadiah yang ada hubunganmya dengan
kedudukan atau jabatan, beik secara langsung maupun tidak langsung.
. Yang dimaksud imbakan atau hadiah adatah pemberian dalam bentuk uang, barang maupun fasilitas
dan lain sebagainya.

BAB IV KEHADIRAN
Pasal &
Absensl Pegawal
. Absensi Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya setiap har terdin dari
a. Abhszen Hadir [Pagi)
b. Absen Pulang (Sore)
. Pegawal Pengadilan Tinggl Agama Palangka Raya wajib absen pagi dengan Finger Scan, mangisi
absen manual serta absen online pada SIKEFP pada waktu :

a. Absen Hadir :
Senin-Jumal ; 0B.00 WIB-07.30 WiB
b. Istirahat :
Senin-Kams ;12,00 WIB-13.00 Wi
Jirn‘at * 11,30 WIB-13.00 WIB

c. Absen Pulang

Senin-Kamis : 16.00 WIB

Jum’at C 18,30 WIB
. Dalam keadaan tertentu demi kepentingan dinas dan untuk penegakan disiplin pimpinan dapat
memeariniahkan bagian Kepegawaian untuk melaksanaken absen mendadak untuk mengecek
kehadiran baik pada pagl menjelang siang maupun pada siang setelah masuk siang,
. Pada setiap akhir bulan, daftar hadir diteliti dan direkap wntuk disampaikan kepada Helua selambat-
tambatnya tanggal 05 sefiap bulan dengan dilampirkan buktidata pegawal yang tidak hadir,
. Apabila berdasarkan peneliian terhadap absensi, lemyata Pegawai Megen Sipil yang sering

terdambat masuk kera tanpa alasan yang sah alau sering meninggalkan fugas pada jam keda

tanpa seizing atasan, maka ia akan diberikan tindakan ataw diatuhi hukuman  disiplin sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2090;
Pengarsipan absensimenjadi tanggung @wab Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi

Pasal 8
Cuth ciam 1jin
Cuti Pegawa: dibenkan sesual dengan Peraluran Repala Badan Kepegawaian Megara Nomor 24 Tahun
2047 tanggal 22 Desember 2017 tentang Tata Cara Pembernian Guli Pegawal Negen Sipil.
ljin tidak masuk kantor dan |jin keluar kantor dibenkan sesual Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tanggal 25 Juli 2016 tentang Penegakan Disiplin Keria Hakim pada
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

BAB VI SANKSI
Pasal 10
Hukuman Dislplin

Jenis-jenis Hukuman Disiplin terdini dan:
a. Peringatan Lisan
b, Peringatan Teriulis

e Pelanggaran



Pasal 11
Peringatan Lizan
Peringatan lizan =ebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini diberikan jika Hakim dan Pegawai
Magerl tanpa jjin atau alagan melakukan hal-hal sebagai berikut '
a Terambat masuk bekerja dan atau meninggalkan tempat pekerjaan pada wakiu jam kerja atau
pulang sebelum waktunya, atau
b. Tidak masuk bekera, atau
c. Tidak manyelesaixan pekerjaan dengan baik menunut waktu yvang ditentukan
Atasan langsung dapat memberikan penngaian lisan pertama, peringatan isan kedua, dan peringatan
lisan ketiga kepada Hakim dan Pegawai Meger kemudian dicatat dalam Buku Peningatan Lizan.

. Apabila atasan lang sung telah memberikan peringatan sebagaimana tersebut di atas, maka atasan

langsung dapat mamberkan peringatan terulis

Pasal 12
Paringatan Teriulis

Peringatan Terulis erdin dan:

b.

c

Peringatan Terulis Pertama
Paringatan Terulis Kedua
Peringatan Tertulis Katiga

Pasal 13
Peringatan Tertulis Pertama

. Setiap H.alum dan Pegawai Negeri yang telah mendapatkan peringatan lisan pertama, peringatan lisan

kedua, dan peringatan lisan ketiga, untuk selanjuinya diber peringatan tertulis pertama oleh Pejabat
yang berwenang dalam lingkungannya dengan lembusan kepada alasan langsung pejabat yang
barsangkutan untuk diteruskan kepada petugas dafiar hadir.

Sebelum memberikan peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 angka 1
pejabat dimaksud dapat memanggil pegawail yang bersangkutan untuk dibenkan arahan saperiurya

Atasan langsung dan pejabat yang barwenang memberikan peringatan terfulis pedama, wajib
meminia pertanggungjawaban dalam hal pejabat yang berwenang ifu tidak atau belum memberkan
peringatan tertulis pertama terhadap sesecrang pegawai yang telah lebin tga kali melakukan
sebagaimana dimaksud dalam Fasal Pasal 11 angka 1

Pasal 14
Peringatan Tertulis Kedua

Hakim dan Pegawai Neger yang telah mendapat peringatan tertulis pertama, yang dalam jangka 4
(empal) bulan sejsk berlakunya peringatan leruks pertama termyaia melakukan lagi salah salu
parbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 angka 1 diberikan peringatan tertulis kedua oleh
pajabat yang barwenang, atas usul pajabat vang berwenang memberikan paringatan tertulis pertama
dengan tembusan  kepada atasan langsung pejabat yang berwenang membarikan  peringatan
tertulis kedua untuk diteruskan kepada petugas daftar hadir.

Pejabat yvang berwenang membenkan peringatan tertulis kedua dapal memanggil pegawai yang
bersangkutan untuk didengar keterangannya guna melengkapl bahan perimbangan sebelum
memberican peringatan tertulls kedua.

. Atasan langsung dan pejabal yang berwenang membenkan peringatan tarulis kedua wajib maminta

partanggungjawaban dalam hal pajabat yang barwanang itu tidak atau belum memberikan peringatan
tertulis kedua.

Pasal 15
. Peringatan Tertulis Ketiga

Hakim dan Pegawai Negari yang telah mendapat peringatan terufis kedua, yang dalam jangka waktu
4 (empat) bulan sejak berdakunya peringatan lertulis kedua ternyata melakukan lagl salah satu
perbuatan sebagaimana dimaksed delam Pasal 11 angka 1 dibarikan peringatan tertulis ketiga oleh
pejabat yang berwenang, atas usul pejabat yang berwenang memberikan peringalan tertuliss kedua
dengan tembusan kepada atasan langsung pejabat yang berwenang membenkan peringatan terulis
ketiga untuk diteruskan kepada petugas daftar hadir,
Pejabat yang berwenang memberikan peringatan tertulis kebiga bila dipandang perdu dapal memanggil
pegawai yang bersangkutan untuk didengar keterangannya dan meneliti paringatan-peringatan lertulis
sabalumnya guna melengkapi bahan perdimbangan sebelum memberikan peringatan tertulis ketiga
Afasan langsung dan pejabat yang berwenang memberikan peringatan terfulis ketiga, wejib meminta
partanggungjawaban datam hal pejabat yang berwanang itu tidak atau belum memberikan peringatan
tertulis ketiga




BAE Vil PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
Pemutusan Hubungan Kerja Hakim dan Pegawal Negeri diberikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2020 tentang Manajemen PNS.

BAB VIll PENYAMPAIAN PENGADUAN
Pengaduan dapal diajukan kepada Petugas Meja Pengaduan untuk menanggapi dan menyelesaikan
pengadusn Pegawai yang dinilal wajar,

BAEB IX PENUTUP

1. Peraturan Internal Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya beriaku untuk Seluruh Hakim, Pejabat
Strukiural, Fungsional maupun Fegawai di Pengaditan Tingg Agama Palangka Raya

2 Pelaksanasn teknis dan hal-hal lgin yang belum distur dalam peraturan imternal ini akan diatur
tersendiri dengan Kepulusan Ketua Pengadian Tinggi Agama Falangka Raya

3. Apabila dalam Peraturan Intermal ini terdapat ketidaksamaan dan peraturan parundang-undangan yang
beraku, maka yang diberakukan adalah peraturan yang Sesual dengan peraturan perundang-
undangan.

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA
P KA RAYA

| DR. H. SAMPARAJA, S.H., MH.
NIP. 19560406 198403 1 002
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KETENTUAN PAKAIAN DAN ATRIBUT DINAS

HAKIM, PEGAWAI DAN TENAGA KONTRAK

DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Hﬁﬁmm TQE-AD:H 1002

MNo. Hari Pejabat/Pegawai PakaianfAtribut Keterangan
1 2 3 = o — 5
1. Senin - Hakim Pakaian Dinas Harian

- Pejabat Kepaniteraan {PDH) Biru Donghker
- Pejabat Kesekretariatan Bawahan memakai rok
- Panitera Pengganti dan Jilbah berwarna putih
- Pranata Komputer {khusus wanita)
- Analis Kepegawaian Sapatu Pantofel
Memakai ID Card dan Pin
Hakim/IPASPI
Felaksana dan Tenaga Pakaian Dinas Harian
Kontrak (POH) Hijau MA
Bawahan memakal rok
dan Jilbab barwarna putih
{khusus wanita)
Sepatu Pantofel
Memakai ID Card
2 Selasa - | - Hakim Pakaian Dinas Harian
Rabu - Pejabat Kepaniteraan (PDH)
- Pejabat Kesekretariatan Memakai ID Card dan Pin
- Panitera Pengganti Hakim/IPASPI (bagi
- Pranata Komputer Hakim/Pejabat
- Analis Kepegawaian Kepaniteraan dan
- Pelaksana dan Tenaga Kesekratariatan)
Kontrak
3 Kamis - Hakim Pakaian Batik
- Pejabat Kepaniteraan Memakai ID Card dan Pin
- Pejabat Kesekrelanatan Hakim/IPASPI (bagi
- Panilera Pengganti Hakim/Pejabat
- Pranata Komputer Kepaniteraan dan
- Analis Kepegawaian Kesakretariatan)
- Pelaksana dan Tenaga
Konirak
d Jum’at - Hakim Pakaian Olah Raga (pagi
- Pejabat Kepaniteraan I hari)
Pejabat Kesakrefariatan Pakaian Batik (siang hari)
- Panitera Pengganti Mamakai ID Card dan Pin
- Pranata Komputer |  Hakim/IPASPI (bagi
Analis Kepegawaian Hakim/Pejabat
Pelaksana dan Tenaga Kepaniteraan dan
Kontrak Kesakretaratan)
EET'JA PENGADILAN TINGGIAGAMA
HGH.I. RAYA -
D +H. 5 H.,MH. .




Lampiran || Sural Keputusan Kelua Pengadgdan Tinggl Agama

Hame - WA 9 P 022021
Tanggal : 14 Janwsn 2021

KETENTUAN JAM KERJA DAN ABSENSI HAKIM/PEGAWALTENAGA KONTRAK
D1 LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

| No Hari Pukul Keterangan
1 2 E . 4
1i. Senin-Kamis 06.00-07.30 WIB Absan Hadir
12.00 - 13.00 WIB Istirahat
16.00 — 18.00 WIB Absen Pulang
2. Jum'at 06.00 =07.30 WIB Absan Hadir
11.30 =13.00 WiB Istirabhat
16.30 — 18.00 WIB Absen Pulang

KETUA PENGADILAN TINGG| AGAMA
TP IUI. RAYA il

R. H. smm SH.,MH~
MIP. 19560406 198403 1 002



